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MOTTO 
 

 

“Now unto HIM that is able exceeding 

abundantly above all that we ask or think, 

according to the power that work in us, Unto 

HIM be glory in the church by Christ Jesus 

throughout all ages, world without end. 

Amen.” Ephesians 3:20-21 
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INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja 

yang dihadapi partai politik dalam melaksanakan praktik akuntabilitas dan 

transparansi dana kampanye partai politik dan juga pengkajian faktor-faktor apa saja 

yang mendukung terselenggaranya praktik akuntabilitas dan transparansi dana 

kampanye partai politik. Penulis menggunakan metode kualitatif. 
 

Penelitian ini mengacu pada Teori Struktur sasi Giddens’ yang menyatakan 

bahwa perilaku seseorang atau organisasi didasari oleh dukungan dari agen dan 

struktur sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan proses wawancara terhadap 6 

informan dengan metode purposive sampling. 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya agen internal dan struktur sosial 

yang ada di organisasi partai politik mengarah pada perilaku formalitas. Adapun para 

anggota partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar 

mendapatkan rasa aman (The Cultural Transmission Theory) dan juga memiliki 

tuntutan untuk membesarkan partainya sehingga mengesampingkan nilai-nilai sosial 

yang ada (Anomie Theories). Sementara itu, publik tidak menjalankan kontrol 

sosialnya karena tidak memiliki kepedulian dan pengetahuan terhadap dana 

kampanye (The Ecological Theory). 
 

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, dana kampanye, partai politik 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan pemerintahan menjadi ciri utamanya. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat 

ditandai dengan kegiatan Pemilihan Umum baik (Pemilu) untuk lembaga Eksekutif dan 

Legistalif (UU 7/2017). Sebelum memasuki Pemilu, para kader yang diusung yang dari 

berbagai partai politik melakukan kegiatan kampanye sebagai usaha peningkatan 

elektabilitas. Salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik adalah 

melakukan debat publik. Bidwell (2015) menemukan bukti dampak positif yang kuat 

bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, para kader yang terpilih akan menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya pada masa awal jabatan. Tentu saja, kegiatan tersebut 

membutuhkan dana yang besar. Savenco (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan partai 

politik dan kampanye pemilu merupakan aspek yang penting dalam reformasi pemilu 

karena tanpa dana yang memadai, peluang kader untuk memenangkan pemilu akan 

berkurang secara drastis. Peran kampanye begitu penting karena dapat menarik dan 

meyakinkan konstituen, dimana kampanye yang lebih massif dan intensif dilakukan, 

semakin besar dana kampanye yang dibutuhkan (Putra, 2018). Indra J. Piliang (2011) 

dalam artikel kebumenkab.go.id menyatakan bahwa sejumlah penelitian mengenai 

pemilu, penggunaan uang untuk mengadakan pertemuan, makan bersama dan lain-

lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. 
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Di sisi lain, pendanaan kampanye partai politik sangat menarik karena kurangnya 

transparansi yang biasanya mengelilingi proses ini dapat mengarah pada fenomena 

berbahaya, yaitu korupsi (Savenco, 2015). Ketika kampanye membutuhkan dana besar, 

yang akan menjadi masalah adalah keabsahan sumber dana yang dikumpulkan (Putra, 

2018). Giddens (1984) menjelaskan dalam teori strukturisasi bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh peran agen dan juga struktur sosial. Prinsip transparansi dan 

akuntabilitas partai dapat terwujud dengan adanya aturan dan sanksi bagi peserta pemilu, 

serta diperlukan juga lembaga untuk mengawasi laporan keuangan partai (Pinilih, 2017). 

Peran agen yang seharusnya dapat mendukung terselenggaranya kampanye yang 

akuntabel dan transparan dari sisi keuangan selain dari partai itu sendiri adalah Komisi 

Penyelenggara Pemilu. Salah satu bukti bahwa KPU berusaha mendorong 

terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan transparan adalah dengan membuat aturan 

kegiatan kampanye yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 

Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu dengan melaporkan Laporan Awal 

Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Penetapan regulasi 

baru ini dinilai akan merepotkan partai politik yang bersangkutan (radarmalang.id, 2018). 

Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi yang tinggi perihal pengungkapan 

identitas penyumbang yang harus dicantumkan dalam setiap laporan dana kampanye. 

Menurut PKPU RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, pasal 4 

menyebutkan bahwa penerimaan dan pengeluaran kampanye peserta pemilu wajib 

dikelola dan dipertanggungjawabkan 
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berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

KPU membuat Aplikasi Dana Kampanye yang diharapkan dapat menjadi control 

peserta pemilu dalam mengelola dana kampanye (kpu-kotabtu.go.id). Di Kota Batu, 

transparansi dan akuntabilitas pada organisasi partai politik juga masih belum 

terlaksana dengan baik (Kotabatu.bawaslu.go.id). Pada akhir September 2018 lalu, 

parpol yang akan berjuang di Pemilu tahun ini mulai menyampaikan LADK dan 

menyerahkan jumlah calon anggota DPRD. 

 

Gambar 1.1. Jumlah Parpol yang menyerahkan LADK dan LPSDK ke KPU 
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Gambar diatas merupakan jumlah parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana 

Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Laporan ini 

menimbulkan kejanggalan karena LPSDK dari 9 Parpol (ditunjukkan dengan grafik 

warna kuning) masih berinilai 0 atau nihil padahal kegiatan kampanye sudah berlangsung 

sejak akhir tahun 2018. Partai yang menyerahkan LADK dan LPSDK bernilai nihil antara 

lain Partai Gerindra, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Berkarya, PKS, PPP, Partai Demokrat 

PBB dan PKP. Bawaslu juga mempertanyakan transparansi dari 9 partai yang LPSDK-

nya masih nihil karena dinilai tidak masuk akal. Sementara itu 2 
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parpol lagi juga belum melaporkan LADK dan LPSDK yaitu Partai Garuda dan Partai 

Hanura (Ditunjukkan dengan grafik warna merah). Namun 16 parpol ini resmi 

terdaftar menjadi peserta pemilu 2019. Padahal PKPU Nomor 24 Tahun 2018 

Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pasal 67 menjelaskan bahwa Partai 

Politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan LADK ke KPU dikenai sanksi berupa 

pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan. 

 
Fakta yang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini ialah politik uang yang masih 

sangat kental dan melekat pada masyarakat Kota Batu. Sebuah penelitian kuantitatif 

survey yang dilakukan oleh Bawaslu menyatakan bahwa 27% dari 144 responden 

warga Kota Batu mengakui pernah menerima dan akan menerima politik uang jika 

ada peluang. Yang lebih menyedihkan adalah 62% responden yang mengetahui atau 

menerima politik uang tidak akan melaporkan uang tersebut hal itu berarti politik 

uang masih diinginkan dalam Pemilu tahun 2019. Politik uang tidak dibenarkan 

dalam meraih sukses dalam dunia politik meskipun pada kenyataan di lapangan 

banyak menunjukkan bahwa caleg yang melakukan politik uang tidaklah sedikit 

(Weda, 2014). Rendahnya pengungkapan identitas penyumbang juga dapat 

meningkatkan praktik politik uang yang ada di kalangan masyarakat (Muhtadi, 2013). 

 
Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam kegiatan kampanye merupakan 

hal yang penting untuk diwujudkan. Namun, tidak sedikit pihak partai politik yang 

ingin menolak melakukan praktik akuntabilitas dan transparansi. Sebuah survey yang 

dilakukan Alexander (2011) pada kelompok warga negara independen di Kanada 

menunjukkan bahwa, 61% responden tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik 
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karena adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Biaya yang sulit 

untuk diungkap tersebut biasanya terjadi ketika melakukan kegiatan terselubung 

untuk meningkatkan elektabilitas partai. Pengungkapan biaya-biaya kampanye secara 

akuntabel dan transparan dirasa menghambat karena dapat mengindikasikan 

kecurangan selama proses kampanye. 

 
Berdasarkan uraian diatas, kampanye meningkatkan keterlibatan konstituen dalam 

kegiatan demokrasi dan tidak sedikit dana yang dikeluarkan dalam kegiatan kampanye 

yang bertujuan menggaet suara masyarakat. Menariknya, transparansi dana kampanye 

masih rendah dan hal ini menimbulkan permasalahan di masa mendatang yaitu tindak 

pindana korupsi meskipun akuntabilitas dari parlemen yang terpilih akan meningkat di 

tahun pertama pemenang pemilu bertugas (Bidwell, 2015). Di sisi lain, pelaporan wajib 

yang harus dilaksanakan sebagai peserta pemilu menurunkan partisipasi masyarakat 

untuk berpolitik karena diyakini bahwa ada kemungkinan biaya tak berwujud namun 

dalam nominal besar yang sulit untuk diungkapan (Couture, 2011). Partai politik yang 

menjadi peserta pemilu hanya memperhatikan persyaratan tertulis agar dapat menjadi 

peserta pemilu dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan keterbukaan pada 

masyarakat. Peranan pihak inti dan juga struktur sosial yang ada di partai politik juga 

mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. (Giddens 1984). Di 

sisi lain, praktik akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan dengan baik akan 

memberikan nilai positif bagi kegiatan politik di Indonesia. Karena itu, penelitian ini 

mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan juga menghambat praktik akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan dana kampanye. 

 

5 



 
 
 
 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye masih belum terlaksana 

dengan baik. Dari 16 parpol peserta pemilu, 9 diantaranya mengumpulkan LADK dan 

LPSDK bernilai nihil padahal kegiatan kampanye sudah mulai dijalankan, 2 parpol 

lagi tidak mengumpulkan LADK dan LPSDK, sisanya mengumpulkan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain faktor-

faktor apa saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana 

kampanye partai politik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan 

apa saja yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi 

laporan dana kampanye partai politik dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye 

partai politik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

 

4.1.1. Manfaat Praktis 
 
 

Sebagai evaluasi bagi setiap partai politik bahwa akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan partai politik juga berperan penting dalam mewujudkan 

kegiatan politik yang berkualitas di masa mendatang. 
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4.1.2. Manfaat Teoritis 
 
 

Sebagai pengetahuan bagi peneliti bagaimana praktik lapangan mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik. 

 
 
 

1.5.Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada masing-masing bab sebagai berikut: 

 

Bab I: Pendahuluan 

 

Bab  ini  mencakup  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat 

 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan pada penelitian yaitu 

Teori Strukturasi Giddens, The Ecological Theory, The Cultural Teori, Anomie 

Theories, Akuntabilitas, Transparansi, Pengertian Partai Politik, Pemilihan Umum, 

Kampanye, Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilihan Umum dan Penelitian 

Terdahulu. 

 
Bab III: Metode Penelitian 

 

Bab ini mencakup jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, pengembangan instrument, 

dan metode analisis data. 
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Bab IV: Pembahasan 

 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari permasalahan apa 

yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan dan faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik. Bab V 

Penutup 

 
Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



 
 
 
 

BAB V 

 

KESIMPULAN 
 

5. A 
 

5.1. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja 

yang dihadapi partai politik dalam praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana 

kampanye partai politik dan juga untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang 

mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye partai 

politik. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Alexander (2011), Fellay (2013) dan 

Savenco (2015) menyatakan bahwa kegiatan kampanye membutuhkan dana yang 

besar, adanya persyaratan melakukan akuntabilitas dan transparansi dapat 

menghambat kegiatan kampanye karena terdapat biaya-biaya yang tidak bisa 

diungkap karena ada indikasi kecurangan dalam kampanye. Bila tidak diungkap 

secara menyeluruh akan mengarah kepada praktik korupsi oleh anggota partai politik. 

 
Kesimpulan pada penelitian berdasarkan teori strukturasi giddens adalah peran 

agen internal yang lemah dalam hal ini adalah Ketua Umum partai tidak 

menginstruksikan anggotanya untuk akuntabel dan transparan sehingga hal dikembalikan 

kepada masing-masing pengurus partai di setiap tingkatan (Legitimation). Selain itu, 

partai politik juga memiliki hak untuk melaporkan seluruh dana kampanye atau tidak 

dikarenakan dana kampanye tersebut bersumber dari pribadi yang mencalonkan 

(domination). Partai politik bersikap akuntabel untuk menunjukkan kepatuhan terhadap 

undang-undang yang berlaku (Signification). Adapun para anggota 
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partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar mendapatkan rasa 

aman (The Cultural Transmission Theory) dan juga memiliki tuntutan untuk 

membesarkan partainya sehingga mengesampingkan nilai-nilai sosial yang ada 

(Anomie Theories). Lemahnya agen internal dan struktur sosial yang ada di organisasi 

partai politik mengarah pada perilaku formalitas. Sementara itu, publik tidak 

menjalankan kontrol sosialnya karena tidak memiliki kepedulian dan pengetahuan 

terhadap dana kampanye (The Ecological Theory). 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 

Dibawah ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. 

 

• Penelitian eksploratif menuntut kerjasama dengan informan agak dapat 

memberikan informasi sesuai kebutuhan peneliti. Informan tidak cukup terbuka 

dalam memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diajukan. 

 
• Adanya potensi bias penelitian dikarenakan narasumber memiliki perbedaan 

aturan kebijakan dana kampanye. 

 

5.3. Saran 

 

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini: 

 

• Untuk proses wawancara pada penelitian eksploratif selanjutnya memerlukan 

waktu yang lebih banyak dalam menggali informasi. Diharapkan peneliti dapat 

menentukan waktu yang tepat agar informan tidak terburu-buru dan tidak 

mengganggu aktivitas informan. 
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